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LAMPIRAN 1 PERHITUNGAN POTENSI PAJAK HIBURAN 

 



151 
 

 
 

 

 



152 
 

 
 

 



153 
 

 
 

LAMPIRAN 2 LAPORAN TARGET DAN REALISASI PAJAK DAERAH 
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LAMPIRAN 3 JUMLAH WAJIB PAJAK HIBURAN TERDAFTAR DI 

DISPENDA 
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LAMPIRAN 4 JUMLAH JENIS HIBURAN TERDAFTAR DI BP2T 
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LAMPIRAN 5 PEDOMAN DAN TRANSKIP WAWANCARA 

 

Narasumber : Ibu Wiwik ( Kepala seksi pendataan pajak daerah Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Malang) 

Tanggal     : 13 April 2016  

Lokasi     : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 

Fokus     : Penetapan target pajak hiburan dan Basis data pajak hiburan 

 

1. Siapa yang  melaksanakan kegiatan terkait penentuan dan penetapan target 

pajak hiburan di Kota Malang? 

 

Jawab : Kegiatan penentuan dan penetapan target pajak hiburan ya mas hmm 

tidak hanya pajak hiburan saja tetapi seluruh pajak daerah lainnya penetapan 

targetnya   dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dan BPKAD yang 

sebelumnya sudah ada koordinasi dengan pihak Dinas Pendapatan Daerah 

Kota Malang, Jadi Pemerintah Kota Malang sudah memiliki hierarki yang 

mengurusi perhitungan penetapan target, Dinas Pendapatan Daerah hanya 

sebagai pelaksana saja yang dimana sebagai tugas dari SKPD kota malang, 

tetapi Dinas Pendapatan Daerah juga sebelumnya berkordinasi dengan 

pemerintah kota malang dan BPKAD untuk memberikan masukan masukan 

dalam penentuan dan penetapan target pajak daerah, jadi ada koordinasi dan 

kerjasama didalamnya sehingga nanti mencapai suatu kesepakatan yang dapat 

disepakati bersama dalam penentuan dan penetapan target pajak daerah di 

Kota Malang, Dinas Pendapatan Daerah hanya sebagai pelaksana didalam 

pemungutan pajak daerah 

 

2. Apakah ada bentuk kerjasama dengan instansi lain dalam penentuan dan 

penetapan target pajak hiburan di Kota Malang? 

 

Jawab : Bentuk kerjasama dalam penentuan dan penetapan target pajak 

hiburan dirapatkan oleh DPR dan Pemerintah Kota Malang dalam hal ini 

BPKAD dimana DPR dan BPKAD dalam merapatkan penentuan dan 

penetapan target pajak hiburan di Kota malang juga berkoordinasi dan 

berkerjasama dengan Dinas Pendapatan Daerah, dengan melihat data-data 
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yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang nanti nya 

data tersebut berguna didalam perumusan penentuan dan penetapan target 

pajak hiburan di Kota Malang. Setelah dapat suatu kesepakatan didalam 

didalam perumusan penentuan dan penetapan target pajak hiburan, kemudian 

Dinas Pendapatan Daerah sebagai SKPD yang menjalankan untuk melakukan 

pemenuhan atas target yang telah di tetapkan tersebut. 

 

3. Mekanisme penentuan dan penetapan target pajak hiburan di Kota Malang? 

 

Jawab : Hmmmmm coba pak okky di bagian P3 

 

4. Apa yang mejadi dasar pedoman dalam penentuan dan penetapan target pajak 

hiburan di Kota malang? 

 

Jawab : Yang menjadi dasar pedoman dalam penentuan dan penetapan target 

pajak hiburan di Kota Malang, dilihat dari potensi nya, kaitannya dengann pak 

Okky bagian P3 

 

5. Apa yang menjadi tolak ukur didalam penentuan dan penetapan target pajak 

hiburan di kota malang? 

 

Jawab : Tolak ukur yang dijadikan dalam penentuan dan penetapan target 

pajak hiburan di kota malang bisa dilihat dari potensi potensi pajak hiburan 

dikota malang pada setiap objeknya dan juga dari historis historis target dan 

realisasi penerimaan pajak di tahun sebelumnya dan dengan menggunakan 

beberapa kajian ekonomi dalam perumusan penentuan dan penetapan pajak 

hiburan di Kota Malang. Dilihat dari tingkat pengunjung, jumlah kamar, 

jumlah hari operasi dan lain lain. 

 

6. Adakah tim khusus didalam penentuan dan penetapan target pajak hiburan di 

Kota Malang setiap tahunnya? 

 

Jawab : Ada tim khusus dalam penentuan dan penetapan target pajak hiburan 

dilakukan oleh kerjasama antara DISPENDA , badan anggaran, DPKAD 

(BPKAD) dimana semua saling berkordinasi dalam perumsan penentuan dan 

penetapan target pajak hiburan, yang kemudian nanti dirapatkan untuk 

menjadi target pajak hiburan di Kota Malang. 
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7. Adakah upaya peninjauan terhadap penentuan dan penetapan target pajak 

hiburan? Jika ada, seperti apa? 

 

Jawab : Upaya peninjaun penentuan dan penentuan target dilakukan dengan 

cara evaluasi dari penentuan dan penetapan target pajak hiburan yang 

dilakukan setiap bulannya, karena pencapaian target pajak hiburan dilihat 

setiap bulannya untuk melihat perkembangan dalam pencapaian target pajak 

hiburan, sehingga adanya evaluasi setiap bulanya diharapkan dapat 

memberikan pengaruh positif terhadap pencapaian target dari pajak hiburan 

tersebut, upaya evaluasi yang dilakukan seperti dengan melihat pencapaian 

target yang telah ditetapkan setiap bulannya secara rutin dan dengan juga 

terjun ke lapangan untuk melihat keadaan lapangan yang sebenarnya. 

 

8. Upaya apa yang dilakukan agar penentuan dan penetapan pajak hiburan dapat 

dilaksanakan secara maksimal dan merepresentasikan potensi rill dari pajak 

hiburan di Kota Malag? 

 

Jawab : Upaya yang dilakukan dengan melakukan kegiatan pengukuran 

potensi dengan melibatkan pihak ketiga sehigga angka tersebut murni dari 

mereka, jika petugas dispenda yang melakukan pengukuran terkadan ada 

opini  dimana pihak dispenda yang dibebankan target tersebut kemudian 

angka angka tersebut dikira tidak merepresentasikan nilai yang sebenarnya, 

pihak ketiga dilakukan dengan salah satu pihak swasta. Upaya-upaya yang 

dilakukan dengan terjun langsung kelapangan, kita melihat secara  langsung 

potensi dari setiap objek pajak hiburan, dispenda memiliki tim khusus Unit 

Pelaksana Lapangan untuk terjun langsung ke lapangan melihat dan 

mengamati setiap objek pajak hiburan kemudian di data setiap objek pajak 

hiburan, Kita lihat perkembangan wajib pajak dan calon wajib pajak melalui 

pendataan , dengan terjun langsung ke lapangan kita dapat melihat potensi 

dari pajak hiburan di Kota Malang, kemudia juga kita melihat dari historis 

tahun tahun sebelumnya dalam penetapan target pajak hiburan dari angka 

realisasi juga kita bisa lihat bagaimana peningkatan sektor pajak hiburan 

sehingga dapat kita perkirakan potensi nyata dari pajak hiburan di Kota 

Malang, kemudian data-data tersebut kita olah dengan menggunakan kajian-

kajian ekonomi didalam perhitungannya sehingga hasilnya dapat diprediksi 

dan menggambarkan potensi riil dari pajak hiburan di Kota Malang.  
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Dispenda juga bekerja sama dengan pihak konsultan, pada hal ini konsultan 

ekonomi untuk melihat perhitungan potensi dalam penentuan dan penetapan 

target pajak hiburan di Kota Malang. Dinas pendapatan daerah kota Malang 

juga selalu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dan 

pencapaian target setiap bulannya dalam memaksimalkan penerimaan hiburan 

dan  pajak daerah lainnya. 

 

9. Hambatan-hambatan seperti apa yang terjadi saat penentuan dan penetapan 

target pajak hiburan di Kota Malang? 

 

Jawab:  Hambatan hambatan dalam penentuan dan penetapan target 

terkadang adanya data-data yang tidak sama antara pihak2 yang berkordinasi 

dalam penentuan dan penetapan target pajak hiburan di kota malang, 

kemudian ada perbedaan pendapat  yang melibatkan pihak pihak terkait dalam 

rapat penentuan dan penetapan target pajak hiburan seperti dispenda dasarnya 

apa mereka dasarnya apa, hambatan secara eksternal tidak ditemukan karena 

dalam penentuan dan penetapan target pajak hiburan melibatkan skpd skpd di 

kota malang dan dpr. 

 

10. Apakah selalu ada pembaharuan basis pajak  dari sektor pajak hiburan? Setiap 

kapan dilakukan? 

 

Jawab : Pembaharuan dilakukan setiap tahunnya, walaupun  perkembangan 

jenis-jenis hiburan tidak terlalu banyak tetapi dinas pendapatan daerah kota 

malang selalu melakukan pembaharuan basis pajak dari sektor pajak hiburan, 

pembaruan dilakuka dengan cara mendata wajib pajak hiburan dan  calon 

wajib pajak hiburan, pendataannnya dilakukan setiap saat, ketika ada wajib 

pajak yang mendirikian atau  mengadakan jenis2 hiburan di kota malang 

pihak dispenda langsung melakukan pendataan dan mengajak secara 

persuasive untuk para wajib pajak dan calon wajib pajak untuk melakukan 

kewajibannya sebagai wajib pajak hiburan , Pembaharuan dilakukan dengan 

jika yang bersifat insidentil dilakukan dengan terjun langsung langsunng 

kelapangan dengan memantau kegiatan acara hiburan tersebut, jika hiburan 

tetap dilakukan dengan terjun ke lapangan setiap hari yang dilakukan oleh tim 

Unit Pelaksana Lapangan DISPENDA yang langsung memantau kegiatan 

operasi jenis-jenis hiburan tersebut. Dinas pendapatan daerah kota Malang 

juga selalu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dan 
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pencapaian target setiap bulannya dalam memaksimalkan penerimaan pajak 

daerah. 

 

11. Apa yang menjadi pertimbangan dalam penetapan perluasan basis pajak 

hiburan? 

Jawab : Karena biaya pembangunan di Kota Malang yang selalu meningkat, 

maka dispenda harus selalu melakukan ekstensifikasi untuk memenuhi 

kebutuhan itu, jika ada jenis-jenis hiburan baru dinas pendapatan daerah kota 

malang langsung mendata mereka untuk didaftarkan menjadi wajib pajak 

hiburan di Kota malang, jadi sebelum mereka melaporkan diri ke Dispenda 

sudaha ada petugas dispenda yang langsung terjun ke lapangan untuk 

melakukan tindakan persuasive untuk menjemput para calon wajib pajak 

hiburan untuk menjadi wajib pajak hiburan. Biasanya kita memberikan 

semacam tax holidays selama 3 bulan kepada para calon wajib pajak hiburan 

yang baru mendirikan usaha hiburannya, untuk masa trial, , dimana selama 

tiga bulan itu calon wajib pajak diberikan waktu untuk melaporkan usahanya 

tetapi jika dalam watu 3 bulan itu calon wajib pajak belum melakukan 

kewajibannya dispenda memiliki tim pemeriksa yang langsung mendatangi 

calon wajib pajak tersebut  kemudian juga dispenda melakukan sosialiasi rutin 

kepada masyarakat untuk mensosialisasikan kepada wajib pajak dan calon 

wajib pajak tentang kewajiban kewajiban seorang wajib pajak daerah 

 

12. Bagaimana pembaharuan basis pajak dari sektor pajak hiburan dilakukan? 

 

Jawab : Pembaharuan basis pajak dari sektor pajak hiburan dilakukan dengan 

cara ekstensifikasi, dilakukan dengan mencari data-data baru terkait  data dari 

wajib pajak hiburan dan calon wajib pajak hiburan dengan cara terjun 

langsung  kelapangan, dengan cara menilai mana saja yang termasuk objek 

pajak hiburan, kemudian mengundang wajib pajak dengan cara persuasif 

untuk melaksanakan pendaftaran dan melaksanakan kewajibannya sebagai 

wajib pajak hiburan. Kemudian cara  yang lain dilakukan adalah  dengan 

melakukan penggalian potensi pajak hiburan baru dan melakukan penyuluhan 

atau sosialiasi kepada masyarakat dan melakukan pemeriksaan pajak.  

Sosialisasi yang dilakukan juga sudah terjadwal sebagai program dari dinas 

pendapatan daerah setiap tahunnya seperti tax go to campus, tax go to mall 

dll. 
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13. Bagaimana cara melakukan pendeteksian dan pendataan dari wajib pajak 

hiburan di Kota Malang? 

 

Jawab : Selain langsung  terjun langsung kelapang Pendekteksian dan 

pendataan dilakukan melalui kerjasama dengan bp2t Kota malang, karena 

mereka yang mengeluarkan izin pendiriaan usaha dan izin keramaian terkait 

sektor pajak hiburan. Data-data yang diperoleh dari bp2t kemudian di sinkron 

kan dengan data-data dari dispenda, Karena tidak semua wajib pajak itu mau 

mengurus izin tersebut, sehingga karena dispenda berperan memungut pajak 

ketika para pengusaha tersebut memungut pajak dari konsumen, maka 

dispenda berperan didalam pendeteksian dan pendataan wajib pajak hiburan di 

kota  malang. Karena terkadang ada beberapa wajib pajak  daerah yang tidak 

patuh  didalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti tidak mau 

membayarkan pajaknya, sehingga wajib pajak daerah seperti itu harus 

ditindak lebih lanjut. 

 

14. Apakah masih ada wajib pajak hiburan yang  belum terdeteksi? 

 

Jawab : Memang masih ada objek-objek pajak hiburan di Kota Malang yang 

belum terdeteksi oleh kami, itu merupakan hambatan bagi kami, kesulitan 

kami adalah karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak itu 

sendiri yang tidak mau melaksanakan dan melaporkan usahanya. Tetapi kami 

sudah memiliki tim khusus yaitu UPL (Unit Pelaksana Lapangan) yang terus 

melakukan monitoring dan checking kepada objek-objek yang belum 

terdeteksi dan kemudian kami undang untuk melaksanakan kewajibannya 

sebagai wajib pajak daerah 

 

15. Apakah ada tim khusus dari dispenda dalam melakukan pendeteksian dan 

pendataan dari wajib pajak hiburan di Kota Malang? 

 

Jawab: Ada, dispenda memiliki Unit Pelaksana Lapangan (UPL) disetiap 

objek pajak daerah, terkait pajak hiburan maka Unit Pelaksana Lapangan 

Pajak Hiburan, tugas mereka adalah untuk memantau, mengamati, mendeteksi 

dan mendata objek pajak hiburan di Kota Malang, seperti contohnya objek 

pajak hiburan yang bersifat  insidentil seperti konser musik, mereka langsung 

terjun langsung kelapangan untuk melakukan pemantauan, mengamati dan 

mendata langsung terhadap jumlah tiket yang  habis terjual dalam acara 
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tersebut, begitu pula terhadap objek hiburan yang bersifat tetap mereka 

langsung terjun kelapangan untuk melihat jumlah pengunjung, waktu operasi, 

jumlah room, jumlah meja dll. Untuk jumlah sdm dalam unit pelaksana 

lapangan pajak hiburan terhitung satu tim sebanyak 15 orang. 

 

16. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan agar kegiatan pendeteksian dan 

pendataan wajib pajak hiburan dapat memperoleh hasil yang maksimal? 

Jawab : Secara internal dispenda membentuk Unit Pelaksana Lapangan 

dengan tugas yang sudah  saya  sebutkan tadi dan melakukan pemeriksaan 

pajak, karena tidak semua wajib pajak jujur, salah satunya dengan terjun 

langsung  ke lapangan untuk menjadi patokan apakah wajib pajak hiburan ini 

sudah jujur melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. 

 

17. Terkait pendeteksian dan pendataan wajib pajak hiburan, adakah pihak wajib 

pajak yang bertindak kooperatif terkait kegiatann tersebut ?  

Jawab : Ada dan pasti ada, jika ada wajib pajak yang nakal selalu kita 

buatkan skk (surat kuasa khusus) ke pihak kejaksaan, nanti pihak kejaksaan 

yang langsung menangani, contohnya seperti yang bersifat insidentil ada yang  

membayarkan pajaknya  kurang, dan tidak mau membayar pajaknya, karena 

untuk yang bersifat  insidentil mereka menitipkan pajaknya terkait tiket yang 

mereka jual, kemudian jika saat hari h tiket yang mereka jual habis dan 

mereka menambah tiket terkadang ada yang tidak mereka laporkan sehingga 

langsung dispenda tindak dengan melakukan panggilan sebanyak 3 kali jika 

tidak ada respon maka langsung  kita serahkan ke pihak kejaksaan dan 

berwajib, jika terkait objek pajak hiburan yang bersifat tetap terkadang  ada 

pihak wajib pajak yang tidak mau menandatangani berita acara saat 

dilakukannya pendataan ataupun pemeriksaan pajak. 

 

 

18. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi secara internal dan eksternal 

didalam pendataan dan pendeteksian wajib pajak hiburan di Kota Malang? 

 

Jawab :  Secara eksterenal hambatan yang dihadapi seperti adanya wajib 

pajak yang tidak mau menemui kita, kemudian ketika melakukan penijauan 

lapangan terkadang ada petugas petugas dari wajib pajak hiburan yang tidak 

mau tand tangan berita acara peninjauan lapangan terkait pendataan wajib 
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pajak hiburan. Hambatan internal yang dihadapi untuk saat ini tidak ada 

karena kita melakukan tugas sudah sesuai dengan sop yang sudah ditetapkan. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Narasumber : Ibu Yoni ( Kepala seksi penetapan pajak daerah Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Malang) 

Tanggal     : 13 April 2016  

Lokasi     : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 

Fokus     : Optimalisasi penerimaan pajak hiburan Kota Malang 

 

 

1. Bagaimana mekanisme pemungutan pajak hiburan di Kota Malang? 

 

Jawab : Untuk mekanisme pemungutan pajak hiburan berdasarkan perda 

no 2 tahun 2015, dengan cara menghimpun data objek dan subjek pajak 

hiburan, kemudian wajib pajak yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak 

hiburan, wajib untuk melaporkan hasil usahanya atau omzet sejujur 

jujurnya kepada dispenda sebagai  pemungut pajak hiburan, dasar 

pengenaan pajak hiburan adalah omzet dikalikan dengan tarif pajak hiburan 

yang tertera di perda no 2 tahun 2015, begitupun yang  bersifat insidentil, 

tiket penjualan harus dilaporkan kepada dispenda dengan jumlah  yang 

sebenarnya. Omzet itu dilaporkan dengan menggunakan SPTPD dapat 

dilakukan dengan online dan melakukan pembayaran di bank persepsi. 

 

2. Adakah kriteria tertentu terhadap jenis-jenis hiburan di Kota Malang yang 

dapat dikenakan atau dipungut pajaknya? 

 

Jawab : Kriteria jenis-jenis hiburan yang dikenakan dan dipungut pajak 

nya berdasarkan jenis-jenis hiburan yang terdapat di peraturan daerah no 2 

tahun 2015, segala macam jenis-jenis hiburan yang termasuk didalam perda 

no 2 tahun 2015 maka itu yang dikenakan pajaknya 

 

3. Apa yang menjadi dasar pedoman pemungutan pajak hiburan di Kota 

Malang? 

 

Jawab  : Yang menjadi dasar pedoman didalam pemungutan pajak hiburan 

adalah perda  no 2 tahun 2015 yang baru diberlakukan per 1 mei ini mas, 

sebelumnya kan perda no 16 tahun 2010 kemudian peraturan walikota dan 

juga uu no 28  tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah 
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4. Bagaimana realisasi penerimaan pajak hiburan terhadap target yang telah 

ditetapkan 3 tahun terakhir? 

 

Jawab : Realisasi penerimaan pajak hiburan terhadap target pada tahun 

2013-2015 selalu melebihi target yang telah ditetapkan, agar melebih target 

yang ditetapkan dispenda selalu melakukan upaya upaya intensifikasi dan 

ekstensifikasi. Upaya ekstensifikasi dilakukan dengan langsung terjun ke 

lapangan, sosialisasi, penggalian potensi baru dll, upaya intensifikasi 

dilakukan dengan pelatihan pelatihan sdm dari dispenda 

 

5. Apakah angka realisasi tersebut sudah merepresentasikan potensi riil dari 

pajak hiburan di Kota Malang? 

 

Jawab : Untuk saat ini sudah, karena pihak dispenda juga melakukan 

perhitungan potensi pajak hiburan melalui kegiatan pendataan yang 

dilakukan pihak dispenda kota malang. 

 

6. Bagaimana proses penetapan target pajak hiburan di Kota Malang? 

 

Jawab : Penetapan target pajak hiburan tetap di Kota Malang  dilakukan 

oleh Pemerintah Kota Malang. Perumusan dalam penetapan target pajak 

hiburan dilakukan bersama dengan BPKAD dan Dispenda. Pemerintah 

Kota Malang bersama BPKAD dan Dispenda bekerja sama untuk 

merumuskan target pajak hiburan tetap di Kota Malang. Jadi angka-angka 

nya yang tahu yang hanya pemerintah kota malang saja ya dispenda hanya 

memberikan beberapa saran. Saran yang diberikan berupa data-data yang 

kami berikan dari hasil pendataan dan perhitungan potensi yang telah kami 

hitung. Dispenda hanya diberi tugas untuk memberikan beberapa masukan 

dalam perumusan target pajak hiburan tetap. Dispenda juga membuat 

perumusan target pajak daerah versi disependa yang nantinya juga akan 

dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan target pajak hiburan. 

Intinya Dispenda hanya menjalankan tugasnya sesuai yang  ditetapkan oleh 

pemerintah kota malang, jika pemerintah kota malang mentargetkan 

sejumlah sekian kita harus mampu mencapainya. Supaya tidak timbul 

persepsi masyarakat jika penentuan target pajak ditentukan supaya 

Dispenda dapat secara mudah mencapai targetnya, itu salah 

 

7. Upaya apa saja yang dilakukan pihak DISPENDA Kota Malang agar 

realisasi penerimaan pajak hiburan mencapai target? Jelaskan upaya-upaya 

tersebut 

Jawab : Upaya yang dilakukan melalui kegiatan intensifikasi dan 

ekstensifikasi, seperti membentuk UPL (Unit Pelaksana Lapangan), 

Sosialisasi, Penggalian Potensi, Pendataan, pengembang sdm dll 
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8. Apa saja kendala yang dihadapai dalam pencapaian realisasi penerimaan 

pajak daerah? 

 

Jawab : Sistem pemungutan pajak daerah yang bersifat self assessment 

system terkadang dijadikan celah bagi para wajib pajak daerah untuk 

melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan penerimaan pajak 

daerah Kota Malang, contoh misalnya ada kasus penunggakan pajak dan 

penyampaian pajak terutang yang sesuai. Hal-hal tersebut lah yang dapat 

merugikan kota Malang, toh mereka membayar pajak kan nantinya mereka 

juga yang merasakannya toh, ya tetapi itu lah faktanya  dilapangan 

9. Apa saja kendala yang dihadapi baik secara internal dan eksternal dalam 

pencapaian realisasi penerimaan pajak hiburan? 

 

Jawab : Kendala yang dihadapi, lebih banyak secara eksternal, adanya 

wajib pajak yang tidak patuh karna pada dasarnya pemungutan pajak 

hiburan menggunakan sistem self assement system, adaya wajib pajak yang 

kurang kooperatif, contohnya seperti ada pihak eo yang melaksanakan 

kegiatan hiburan di malang kebetulan eo tersebut berasal dari luar malang 

dan setelah acara tersebut selesai eo tersebut lari dari kewajibannya sebagai 

wajib pajak hiburan, karena adanya  tiket tambahan yg belum terkorporasi,  

kendala secara internal secara keselurhan tidak ada, kerena semua sudah 

tahu tugas2 mereka sebagai petugas 

 

10. Upaya apa saja yang dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut? 

 

Jawab : Upaya yang dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada 

wajib pajak tentang kewajibannya dalam membayar pajak daerah, lebih kea 

rah persuasive, tetapi jika ada wajib pajak daerah yang bandel dan tidak 

patuh kita melakukan tindakan lebih lanjut seusai dengan prosedur, seperti 

melakukan panggilan, pemeriksaan dan jika memang benar tidak patuh 

juga kita serahkan ke kejaksaan dan pihak yang berwenang karena tugas 

dispenda hanya memungut pajak saja. 

 

 

11. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak 

daerah Kota Malang? 

Jawab : Pengaruh nya cukup besar dalam penerimaan pajak daerah, karena 

kita tidak boleh meremehkan sekecil apapun penerimaan pajak daerah dari 

objek pajak daerah yang lain, karena dari penerimaan dari setiap objek 

pajak daerah memiliki peran didalam pembangunan daerah kota Malang 
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12. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi apa saja yang dilakukan dalam 

rangka optimalisasi penerimaan pajak hiburan kota Malang? 

 

Jawab : Upaya intensifikasi dilakukan dengan pengembangan dan 

pelatihan kepada para petugas dispenda, jika ekstensifikasi dilakukan 

dengan penggalian potensi pajak hiburan dengan melakukann pendataann 

dan terjun langsung ke lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, mengajak 

dan mengundang para calon wajib pajak hiburan yag belum terdata untuk 

mendaftar sebagai wajib pajak 

 

13. Ada beberapa objek pajak hiburan yang tidak tercapai, mengapa hal itu bisa 

terjadi? 

 

Jawab : Ya memang ada beberapa yang tidak tercapai tapi jika secara 

general target pajak hiburan sudah  tercapai. Penetapan pajak daerah yang 

tidak tercapainya target pada beberapa jenis objek pajak hiburan yang 

bersifat tetap lebih banyak terjadi karena faktor-faktor eksternal diluar 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang mas, seperti yang saya jelaskan 

tadi karena self assessment system terkadang dijadikan celah bagi para 

wajib pajak yang bandel seperti melakukan tunggakan pajak, melaporkan 

usaha yang tidak sebenarnya, enggan untuk mendaftarkan diri sebagai 

wajib pajak, kita sudah melaksanakan tugas sesuai tupoksi tetapi hal-hal 

karna kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak yang menjadi 

hambatan utama bagi kami, contoh  lagi seperti wajib pajak yang hanya 

menunggu panggilan dari dispenda saja dalam melaksanakan kewajibannya 

dan jika dispenda tidak memanggil maka wajib pajak itu ya hanya santai 

santai saja, hal tersebut kan juga sebagai hambatan bagi kami, tindakan 

kurang kooperatif dari wajib pajak juga  sering kami rasakan, adanya wajib 

pajak yang kurang terbuka saat dilakukan pendataan, pemeriksaan dan lain-

lain tapi yang penting kami menjalankan tugas sesuai tupoksi aja sudah 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Narasumber : Pak Okky ( Kepala Bidang Pengembanga potensi dan 

pembukuan pajak daerah Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Malang) 

Tanggal     : 13 April 2016  

Lokasi     : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 

Fokus     : Potensi pajak hiburan Kota Malang  

 

1. Bagaimanakah perkembangan jenis-jenis hiburan di kota Malang sampai akhir 

tahun 2015 ini? 

Jawab :Jenis hiburan di kota Malang lagi berkembang, ya kan? Ini bisa 

ditunjukkan dengan sering hadirnya kegiatan konser musik di kota Malang, 

pameran, pertandingan-pertandingan olahraga dan juga banyaknya cafe, 

banyaknya karaoke yang berkembang di kota Malang. Tempat rekreasi juga 

ada, pagelaran seni juga sering, ini relative berkembang di kota Malang.  

2. Apakah di tahun 2016 ini dapat diprediksi perkembangan jenis-jenis hiburan 

di kota Malang? Dan bagaimana memprediksinya? 

Jawab : Perkembangan jenis-jenis hiburan di Kota Malang setiap tahunnya 

mengalami peningkatan tetapi tidak pesat atau relative stagnan, perkembangan 

pesatnya lebih ditunjukan pada jenis-jenis hiburan yang bersifat incidental 

seperti konser musik, pameran dan lain-lain. Karena hiburan di Kota Malang 

secara umum kami bagi menjadi dua, berdasarkan sifatnya, yaitu yang bersifat 

insidental dan tetap. Yang bersifat incidental ya seperti konser musik, 

pameran kalau yang bersifat tetap ya seperti bioskop, karaoke dan lain-lain 

Tetapi perkembangan ini tidak boleh dianggap remeh dan harus selalu 

dikelola semaksimal mungkin oleh kami, karena itu juga merupakan sumber 

penerimaan kota malang. Dan perkembangan jenis-jenis hiburan di Kota 

Malang  juga kita prediksi melalui berbagai kajian dan melihat secara historis 

dari tahun-tahun sebelumnya, hal itu dilakukan agar kami dapat melihat  

seberapa besar potensi pajak hiburan yang terdapat di Kota malang 
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3. Apakah pihak Dispenda kota Malang ikut serta dalam meningkatkan 

perkembangan jenis-jenis hiburan di kota Malang? 

Jawab : Tentunya, sesuai dengan tupoksi, kita bekerja sama dengan SKPD 

yang lain. Seperti Dinas Pariwisata, karena kalau ada moment-moment seperti 

itu, event-event seperti itu, kita berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata, 

misalnya dari segi perizinan, kita juga bekerja sama dengan BP2T, ini ada 

konser musik, perizinannya seperti apa, biar diurus. Kita lebih fokus pada 

penerimaan pajaknya, tapi dengan adanya penerimaan pajak tapi tidak hanya 

semerta-merta pajaknya, bagaimana konser musik yang diadakan bisa menarik 

wisatawan di kota Malang. Intinya seperti itu dengan SKPD terkait.  

4. Jenis-jenis hiburan apa saja pak yang paling berpotensi dalam penerimaan 

pajak hiburan? 

Jawab : Kalo hiburan di Kota Malang lebih banyak pada di bioskop, itu yang 

paling besar sebenarnya, karaoke, karaoke pajak nomor dua lah untuk pajak 

hiburan, relatif, di bawah satu miliar lah rata-rata. Dua itu yang tinggi, target 

yang ditetapkan paling tinggi, itu. 

5. Jika dibandingkan dengan pajak daerah lain, pak, bagaimana penerimaan 

pajak daerah terhadap penerimaan pajak hiburan di kota Malang, pak? 

Jawab: Pajak hiburan kita itu, tahun ini ditargetkan hanya sebesar 5,5. Iya, 

secara keseluruhan itu 282. Berarti kecil. Tetapi tidak menutup kemungkinan 

ke depan kota Malang, kota pariwisata, ya mungkin bisa meningkat. Minimal 

karaoke, banyak mahasiswa-mahasiswa yang sering, berekreasi. Karena 

malang dengan kota pendidikannya, kota pariwisata dan kota  industry sangat 

berpengaruh  terhadap penerimaan pajak hiburan 

  

6. Bagaimana Perkembangan penerimaan pajak hiburan di kota Malang sampai 

akhir tahun 2015? 

Jawab: Selama ini relatif pasti tercapai.  

7. Upaya-upaya apa yang dilakukan Dispenda agar realisasi penerimaan hiburan 

pajak daerah tercapai secara maksimal? 
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Jawab : Upaya yang dilakukan Dispenda dalam memaksimalkan penerimaan 

pajak hiburan dan pajak daerah lain itu dengan cara ekstensifikasi dan 

intensifikasi,  intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan kinerja pegawai 

dispenda melalui pelatihan-pelatihan, memberikan kemudahan kepada wajib 

pajak dalam administrasi perpajakannya seperti pajak online, membayar lewat 

smartphone, mendirikan loket pembayaran pajak di pusat perbelanjaan 

memberikan sosialisasi edukatif kepada seluruh  lapisan masyarakat 

contohnya seperti tax goes to campus, tax goes to school, tax goes to mall, 

kalau ekstensifikasi kita lakukan dengan cara memberikan sosialisasi edukatif 

kepada seluruh  lapisan masyarakat contohnya seperti tax goes to campus, tax 

goes to school, tax goes to mall yang paling  ekstrem yaitu kita terjun 

langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan kemudian kita juga 

melakukan monitoring dan checking pada setiap penyelenggaraan hiburan di 

Kota Malang” 

8. Bagaimana upayanya jika terhadap pajak hiburan di Kota Malang? 

Jawab : Pada dasarnya sama upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang  

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam mencapai target penerimaan 

pajak daerah maupun pajak hiburan, upaya intensifikasi dilakukan dengan 

pengembangan pelatihan pegawai secara mental dan teknis seperti bekerja 

sama dengan TNI, memberikan kemudahan-kemudahan kepada wajib pajak 

daerah dalam melaksanakan kewajibannya seperti adanya  pajak online,  

melakukan evaluasi dan monitoring terkait pencapaian pajak hiburan setiap 

bulannya semua  itu termasuk kedalam peningkatan dan perbaikan sistem 

administrasi perpajakan, upaya ekstensifikasi yang kami lakukan  seperti 

melakukan dan meningkatkan kegiatan sosialisasi pendataan langsung dengan 

terjun langsung kelapangan, melakukan monitoring dan checking yang 

dilakukan oleh ada namanya UPL yaitu Unit Pelaksana Lapangan, pengkajian 

terhadap peraturan daerah juga termasuk mas. 

9. Apakah pajak hiburan berpotensi di dalam meningkatkan penerimaan pajak 

daerah kota Malang? 

Jawab :  Secara keseluruhan nilainya kecil ya pajak hiburan, tetapi kita tidak 

boleh lepas bahwa hiburan itu berdampak kepada yang lain, tetap kita 

pelihara. Nilainya kecil pajak hiburan di kota Malang karena ada sinergi, 

kalau bicara pajak hiburan kan nanti berarti dia bergerak juga di bidang 

makannya ada, hotel ada. Seperti itu, jadi kita tidak boleh mengenyampingkan 

satu jenis pajak. Tetap semua kita pelihara, kita tata, walaupun targetnya kecil.  
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10. Siapakah yang melakukan kegiatan terkait penetapan pajak hiburan di kota 

Malang? 

Jawab: Tentunya dari semua bidang di Dispenda bekerja sama bekerjasama 

kemudian dilakukan perumusan bersama dengan Pemerintah Kota Malang 

dan BPKAD. Nah atas dasar tahun-tahun yang lalu seperti apa. Tahun lalu 

sekian, terus ke depan kita melihat dari segi perekonomian kota Malang tahun 

ini berapa, tahun depannya tentu bisa diprediksi ada peningkatan. Nah tentu 

targetnya bisa kita tingkatkan, atau diturunkan. Manakala terjadi kondisi 

perekonomian yang rendah. Kalo ekonominnya bagus ya kita naikkan. Seperti 

itu.  

11. : Mekanisme penentuan dan penetapan target pajak hiburan di kota Malang 

seperti apa? 

Jawab : Ya penetapannya pada saat menentukan target dari historis ya, 

kemaren kita mencapai, kita naikkan dari atas dasar kajian itu tadi 

12. Apa yang menjadi dasar pedoman dalam penentuan dan penetapan target 

pajak hiburan di kota Malang? 

Jawab : Pedomannya dari kajian. Tapi kalo kita bisa melihat kegiatan kita di 

lapangan, ya kita bisa melihat salah satu contohnya, hiburan, karaoke, berapa 

room sih di situ, berapa sih kunjungannya? Berapa sih tarifnya? Dari suatu 

karaoke bisa kelihatan. Berapa karaoke di kota Malang, dan kita nongkrong-

nongkrong semua.  

13. Upaya apa yang dilakukan agar penentuan dan penetapan target pajak hiburan 

itu dapat dilakukan secara maksimal ? 

Jawab : Kita meningkatkan SDM, dikali keterampilan-keterampilan, terkait-

terkait pengumpulan pajak yang benar. Dikali mekanisme-mekanisme, 

memahami mekanismenya seperti apa. Terus bagaimana meningkatkan 

kesadaran Wajib Pajak dalam pajak hiburan. Bahwa bukan hanya kewajiban, 

tapi kesadaran. Jadi tanpa harus ditekan mereka sudah sadar dan membayar 

pajak sendiri. Kesadaran Wajib Pajak sangat penting sekali untuk 

meningkatkan. 
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14. Apa tujuan dilaksanakannya perhitungan potensi pajak hiburan di kota 

Malang ? 

Jawab : Intinya ya kita kan prinsip pajak, adil, prinsip keadilan. Kalau 

memang harusnya  dengan aturan bayar pajaknya sekian. Ya mereka juga 

harus membayar sesuai dengan kenyataannya. Karena kita lihat data potensi. 

Semuanya tetap, padahal kenaikan sekian persen, kan tidak adil. Masyarakat 

yang dirugikan. Pajak kan untuk masyarakat juga. Kalau ada suatu usaha yang 

hiburannya rame, tapi pajaknya rendah, berarti kan tidak adil kan. Masyarakat 

yang merasa dirugikan, karena merasa kurang. Karena kan dananya kembali 

ke masyarakat untuk pembangunan. 

15. Yang menjadi tolak ukur dalam penetapan target  pajak hiburan itu apa pak? 

Jawab: Dalam perumusan dan penetapan target yang pemerintah kota 

malang, BPKAD dan Dispenda mengacu pada pendataan serta perhitungan 

potensi yang telah dilakukan serta melihat target dan realisasi dari tahun-tahun 

sebelumnya, selain itu kajian-kajian ekonomi juga berperan dalam perumusan 

dan penetapan target yang kami tetapkan tujuannya agar dapat memperoleh 

target yang nyata dari potensi pajak hiburan di Kota Malang 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Narasumber : Hendrawan ( staff Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota 

Malang) 

Tanggal     : 13 April 2016  

Lokasi     : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang 

 

 

1. Jika setelah saya lihat jumlah jenis-jenis hiburan di Kota Malang tiap 

tahunnya mengalami peningkatan ya mas? 

Jawab : Iya, seperti di data  itu bisa dilihat sendiri setiap tahunnya 

meningkat hehe 

2. Faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan jenis-jenis hiburan di 

Kota Malang apa mas? 

Jawab : Ya walaupun peningkatan jenis-jenis hiburan di kota Malang 

tidak meningkat secara tajam dari tahun ke tahun, tetapi setiap 

tahunnya jenis-jenis hiburan di Kota Malang selalu mengalami 

peningkatan. Fenomena itu  bisa terjadi tidak bisa terlepas dari TriBina 

Cita Kota Malang, yaitu cita-cita Kota Malang sebagai kota 

Pariwisata, Industri dan Pendidikan. Secara tidak langsung ataupunn 

langsung dapat meningkatkan pertumbuhan jenis-jenis hiburan di Kota 

Malang bisa dilihat dari kebutuhan para mahasiswa mungkin atau 

masyarkat di seluruh Kota Malang terhadap hiburan yang semakin 

meningkat tiap tahunnya. Sehingga ada stimulus bagi investor atau 

pengusaha  untuk mendirikan tempat-tempat hiburan 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Narasumber : Bu Wiwiek ( Kepala Bidang Pengembanga potensi dan 

pembukuan pajak daerah Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Malang) 

Tanggal     : 21 Juni 2016  

Lokasi     : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 

  

 

1. Jika saya melihat laporan target dan realisasi, saya ingin konfirmasi apakah 

memang benar pajak atas tempat fitness tidak dipungut? 

Jawab : Iya benar mas 

2. Mengapa tidak dipungut bu?  Padahal di perda diatur ketentuannya 

Jawab : Untuk pemungutan pajak hiburan atas tempat fitness memang 

sekarang  tidak kami pungut mas, sempat dulu kami melakukan pemungutan 

atas itu namun karena potensi penerimaanya sangat kecil jadi tidak kami 

pungut lagi. Memang di perda ada aturannya untuk itu tapi gimana ya mas, 

kalau dibilang salah ya memang salah namun terkadang kami bekerja harus 

memakai hati nurani. Namun kita sudah melakukan pertimbangan dan 

perhitungan-perhitungan sebelum kami tidak memberlakukan pemungutan 

pajak atas tempat fitness di Kota Malang dan telah melalui persetujuan dari 

pemerintah kota Malang sehingga pemungutan atas pajak tempat fitness tidak 

kami pungut. Pemerintah kota malang juga melakukan pertimbangan-

pertimbangan juga pastinya dalam hal ini pak walikota terkait pajak tempat 

fitness namun kan pada realisasinya penerimaan pajak hiburan selalu melebihi 

target yang ditetapkan 
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